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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
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NOMOR : 5 TAHUN 1978
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TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI DI PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I

JAWA - TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lelang 
besar kayu jati oleh Perusahaan Umum 
PERHUTANI, maka Pemerintah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu me­
nyediakan sarana yang berbentuk Tempat 
Pelelangan Kayu Jati, dengan segala keper­
luannya;

b. bahwa terhadap penggunaan / pemakaian 
Tempat Pelelangan kayu jati tersebut dike­
nakan Retribusi Lelang;

LEMBARAN DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 
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NOMOR : 5 TAHUN 1978 
TENTANG 

TEMPAT PELELANGAN ICAYU JATI DI PROPINSI DA.BRAH 
TINGICAT I 

JAWA • TENGAH 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA BSA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

Menhnbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lelang 
besar kayu jati oleh Perusahaan Umum 
PERHUT ANI, maka Pemerintah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu me­
nyediakan sarana yang berbentuk Tempat 
Pelelangan Kayu Jati, dengan segala teper­
Juannya; 

b. bahwa terhadap penggunaan / pemakaian 
Tempat Pelelangan kayu jati tersebut dike­
natan Retn"busi Lelang; 
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c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka 
dipandang perlu mengatur Tempat Peleleng- 
an Kayu Jati dalam bentuk Peraturan Dae­
rah, sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ten­
tang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 ten­
tang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Stbl. 1908-189 Reglement op de openbare 
verkopingen in Indonesie (Vendu - Regle­
ment).

Dengan persetujaun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAE­
RAH TINGKAT I JAWA TENGAH TEN­
TANG TEMPAT PELELANGAN KAYU 
JATI DI PROPINSI DERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah 
Tingat I Jawa Tengah.

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah.

c. PERUM PERHUTANI ialah Perusahaan Umum Perusahaan 
Hutan Negara Tingkat I Jawa Tengah;
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c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka 
dipandang perlu mengatur Tempat Peleleng­
an Kayu Jati dalam bentuk Peraturan Dae­
rah, sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

1. Undang-Undang Nomor S tahun 1974 ten­
tang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 ten­
tang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Ort tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; 

• 4. Stbl. 1908-189 Reglement op de openbare 
verkopingen in lndonesie (Vendu - Regle­
ment). 

Dengan persetujaun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

Menetapkaa 

MEMUTUSKAN 

PBRATURA.N DAERAH PROPINSI DAE­
RAH TINGKAT I JAWA TENGAH TEN­
TANG TEMPAT PELELANGAN KAYU 
JATI DI PROPINSI OERAH TINGKAT I 
JAWA TBNGAH. 

BAB I 

ICETENTUAN UMUM 

Paa.I 1 

Yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dengan : 

a. Gubemur Kepala Daerah ialah Oubemur Kepala Daerah 
Tingat I Jawa Tengah. 

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah. 

c. PBRUM PERHUTANI ialah Perusahaan Umum Perusahaan 
Rutan Negara Tingkat I Jawa Tengah; 
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d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

e. Lelang ialah lelang besar kayu jati pertukangan PERUM 
PERHUTANI.

BAB n

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Tempat Pelelangan Kayu Jati ialah :

a. Melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan lelang;

b. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

BAB m

TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan 
Kayu Jati, dengan segala keperluan perlengkapannya.

(2) Penyediaan Tempat-tempat tersebut ayat (1) pasal ini 
dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari PERUM PER­
HUTANI.

Pasal 4

Pelaksanaan penyelenggaraan lelang dilakukan di tempat 
Pelelangan Kayu jati, sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat 
(1) Peraturan daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Setiap penggunaan Tempat Pelelangan Kayu Jati, dike­
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d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

e. Lelang ialah lelang besar kayu jati pertukangan PERUM 
PERHUTANI. 

BAB Il 

MAJ{SUD DAN TUJUAN 

Pual 2 

Maksud dan tujuan Tempat Pelelangan Kayu Jati ialah : 

a. Melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan lelang; 

b. Meningkatkan Pendapatan Daerah. 

BAB m 
TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan 
Kayu Jati, dengan segala keperluan perlengkapannya. 

(2) Penyed!aan Tempat-tempat tersebut ayat (1) pasal ini 
dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari PER.UM PER­
HUT ANI. 

Pasal 4 

Pelaksanaan penyelenggara1',n lelang dilakukan di tempat 
Pelelangan Kayu jati, sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat­
(1) Peraturan daerah ini. 

BAB IV 

RETRIBUSI 
.,.... 5 

(1) Setiap penggunaan Tempat Pelelangan Kayu Jati, dike­
f 
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nakan pungutan retribusi sebesar 2 ]/2 % (dua setengah perseratus) 
dari hasil lelang.

(2) Pungutan retribusi tersebut ayat (1) pasal ini dikenakan 
pemenang lelang.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pungutan retribusi tersebut pasal 5 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Semua pendapatan dari Retribusi di maksud dalam pasal 
5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini se­
panjang mengenai pelaksanaannya diserahkan pengaturannya lebih 
lanjut kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Daerah ini disebut ” Peraturan Daerah 
Tempat Pelelangan Kayu Jati
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nakan pungutan retribusi sebesar 2 112 'Jf, (dua setengah perseratus) 
· dari basil lelang. 

(2) Pungutan retribusi tersebut ayat (1) pasal ini dikenakan 
pemenang lelang. · 

(1) Pelaksanaan pungutan retribusi tersebut pasal 5 ayat (1) 
· Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

(2) Semua pendapatan dari Retribusi di maksud dalam pasal 
5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini se­
panjang mengenai pelaksanaannya diserahkan pengaturannya lebih 
lanjut kepada Gubernur Kepala Daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

(1) Peraturan Daerah ini disebut " Peraturan Daerah 
Tempat Pelelan'gan Kayu Jati ". 
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(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun­
dangkan.

Semarang, 29 Agustus 1978

GUBERUR KEPALA DERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

ttd.

(SOEPARDJO)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH; 

KETUA, 

ttd.

(WIDARTO)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke­
putusannya tanggal 6 Juni tahun 1979 Nomor PEM. 10.38/11-339.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah No. 6 tanggal 13 Juli tahun 1979 Seri B 
Nomor 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah,

ttd.

(H. K A R D IM A N )
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(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun­
dangkan. 

Semarang, 29 Agustus 1978 

GUBERUR KEPALA DERAH TJNGKAT I 
JAWA TBNGAH 

ttd. 

(S O E P AR DJ O ) 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSJ DABRAH TINGKAT I 

JAWA TJ;NGAH; 

KETUA, 

ttd. 

(WIDARTO) 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke­
putusannya tanggal 6 Juni tahun 1979 Nomor PEM. 10.38/11-339. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah No. 6 tanggal 13 Juli tahun "1979 Seri B 
Nomor 4. · 

Setretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah, 

ttd. 

(H. XARDIMAN) 
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PENJELASAN
PERATURAN DEARAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA - TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 1978
TENTANG

TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI DI PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. UMUM :

1. Berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ditentu­
kan bahwa Daerah dapat mengadakan usaha-usaha sebagai 
sumber pendapatan Daerah.

Sejalan pula dengan kebijaksanaan keuangan Negara pada 
Umumnya, maka kebijaksanaan keuangan Daerah harus meng­
ikuti beberapa ketentuan, antara lain azas Anggaran Berim­
bang yang Dinamis, dalam hal mana harus diadakan usaha 
yang sungguh-sungguh adanya peningkatan, baik segi peneri­
maan maupun pengeluaran-pengeluaran.

Maka wajarlah dalam usaha memperbesar potensi keuangan 
Daerah bagi Pembangunan perlu dilakukan usaha-usaha pe­
ningkatan penerimaan Daerah, baik pajak-pajak Daerah mau­
pun penerimaan-penerimaan Retribusi Daerah.

2. Dalam rangka melaksanakan azas dan kebijaksanaan keuangan 
Daerah tersebut Pemerintah Daerah Jawa Tengah memandang 
perlu meningkatkan penerimaan Daerah dengan mengadakan 
pemungutan retribusi terhadap Tempat Pelelangan yang dise­
diakan oleh Pemerintah Daerah, khusus guna penyelenggaraan 
lelang besar kayu jati PERUM PERHUTANI.

Di dalam hal ini yang dijadikan pedoman dan pertimbangan 
adalah hal-hal sebagai berikut :
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PENJELASAN 

PERATURAN DEARAH PROPINST DAERAH TTNGKAT T 

JAWA - TENGAH 

NOMOR : 5 T AHUN 1978 

TENTANG 

TEMPAT PELELANGAN KAYO JATI DI PROPINSI 

D.\ERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

I. UMUM: 

1. Berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ditentu­
kan bahwa Daerah dapat mengadakan usaha-usaha sebagai 
sumber pendapatan Daerah. 

Sejalan pula dengan kebijaksanaan keuangan Negara pada 
Umumnya, maka kebijaksanaan keuangan Daerah harus meng­
ikuti beberapa ketentuan, antara lain azas Anggaran Berim­
bang yang Dinamis, dalam hal mana harus diadakan usaha 
yang sungguh-sungguh adanya peningkatan, baik segi peneri­
maan maupun pengeluaran-pengeluaran. 

Maka wajaTlah dalam usaha memperbesar potensi keuangan 
Daerah bagi Pembangunan perlu dilakukan usaha-usaha pe­
ningkatan penerirnaan Daerah, baik pajak-pajak Daerah mau­
pun penerimaan-penerimaan Retribusi Daerah. 

2. Dalam rangka melaksanakan azas dan kebijaksanaan keuangan 
Daerah tersebut Pemerintah Daerah Jawa Tengah memandang 
perlu meningkatkan penerimaan Daerah dengan mengadakan 
pemungutan retribusi terhadap Tempat Pelelangan yang dise­
diakan oleh Pemerintah Daerah, khusus guna penyelenggaraan 
lelang besar kayu jati PERUM PERHUTANT. 

Di dalam hal ini yang dijadikan pedoman dan pertimbangan 
adalah hal-hal sebagai berikut : 
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a. Menurut Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah, Pemeritnah Pusat dan Pe­
merintah Daerah dimungkinkan untuk bersama-sama/masing- 
masing memungut retribusi terhadap satu obyek yang sama, 
asalkan secara nyata diselenggarakan pemberian jasa pekerjaan 
usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan (vide pasal 
2 dan Pelelangan Umum Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 
1957).

b. Lelang Besar Kayu. Jati pada umumnya hanya mengundang 
yang bermodal besar, sehingga pungutan tersebut tidak me­
nambah beban rakyat kecil.

c. Golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, layak ber­
kewajiban memberi sumbangan yang lebih tinggi pula.

D. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Lelang dibedakan pengertiannya dalam penger­
tian lelang Besar dan Lelang Kecil. Lelang 
Besar adalah sistim penyaluran penjualan kayu 
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
para pengusaha besar yang pelaksanaannya di­
lakukan oleh kantor Lelang Negara. Dalam 
lelang besar, ukuran dan banyaknya kayu yang 
dilelang maupun frekwensi pelelangannya sen­
diri tidak ada pembatasan. Sedangkan Lelang 
Kecil adalah sistim penyaluran penjualan kayu 
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
para pedagang menengah dan kecil serta pema­
kai langsung yang pelaksanaannya dilakukan 
sendiri oleh PERUM PERHUTANI cq. Ke­
satuan Pemangkuan Hutan (KPH) atas wewe­
nang Kantor Lelang Negara. Dalam Lelang 
Kecil, ukuran dan banyaknya kayu yang dile­
lang maupun frekwensi pelelangan sangat diba­
tasi ( 300 m3 setiap 1 9 2 kali pelelangan setiap 
bulan ).
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a. Menurut ·undang-undang Nomor 12 Ort t;ahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah, Pemeritnah Pusat clan Pe­
merintah Daerah dimungkinkan untuk bersama-sama/masing­
masing memungut retribusi terhadap satu obyek yang sama, 
asalkan secara nyata diselenggarakan pemberian jasa pekerjaan 
usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan (vide pasal 
2 dan Pelelangan Umum Unclang-undang Nomor 12 Dn Tahun 
1957). 

b. Lelang Besar ·Kayu_ Jati pacla umumnya hanya mengunclang 
yang bermodal besar, sehingga pungutan tersebut ticlak me­
nambah beban rakyat kecil. 

· c. Golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, layak ber- · 
kewajiban memberi sumbangan yang lebih tinggi pula. 

ll. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: 

Pasal 1 Letang dibeclakan pengeniannya dalam penger­
tian lelang Besar clan Lelang Kecil. Lelaaa 
Besar adalah sistim penyaluran penjualan kayu 
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
para pengusaha besar yang pelaksanaannya di­
lakukan oleh kantor Lelang Negara. Dalam 
lelang besar, ukuran dan banyaltnya kayu yang 
dilelang maupun frekwensi pelelangannya sen­
diri tidak ada pembatasan. Sedangkan Lelang 
KecU adalah sistim penyaluran penjualan kayu 
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
para pedagang menengah dan kecil serta pema­
kai lang,ung yang pelaksanaannya dilakukan 
sendiri oleh PERUM PERHUTANI cq. Ke­
satuan Pemangkuan Hutan (KPH) atas wewe-­
nang Kantor Letang Negara. Dalam Lelang 
Kecil, ukuran clan banyaknya kayu yang dile-­
lang maupun frekwensi pelelangan sangat diba­
tasi ( 300 m3 setiap 1 t 2 kali pelelangan setiap 
bulan ). 
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Pasal 2 Yang di maksud dengan melancarkan adalah
melancarkan pembangunan pada umumnya, 
yang mencakup juga segi-segi teknis, ekono­
mis, perdagangan, keamanan dan lain-lain.

Pasal 3 ayat (2) : Pertimbangan dari PERUM PERHUTANI 
ini sangat diperlukan dalam menentukan 
tempat pelelangan kayu jati dengan maksud 
agar pelaksanaan penyelenggaraan lelangnya 
daapt dilakukan dengan mudah dan praktis 
yang dikaitkan dengan situasi tempat, per­
lengkapan, sarana perhubungan dan sebagai- 
nya.

Di samping itu, adalah memang PERUM 
PERHUTANI dalam penyelenggaraan le­
lang, lebih mengutamakan pemakaian tem­
pat dan fasilitas yang disediakan oleh Peme­
rintah Daerah.

Pasal 4 Cukup jelas;

Pasal 5 Sesuai dengan penjelasan Pasal 1, maka re­
tribusi hanya dikenakan terhadap lelang be­
sar, sedang terhadap lelang kecil tidak dike­
nakan retribusi.

Pasal 6 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penda­
patan Daerah bekerja sama dengan PERUM 
PERHUTANI dan KANTOR LELANG 
NEGARA.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.
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Pasal 2 

Pasal 3 ayat (2) 

Pasal 4 

Pasal 5 

Pasat 6 ayat (1) 

Pasal 7 

Pasal 8 
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Yang di maksud dengan melancarkan adalah 
melancarkan pembangunan pada umumnya, 
yang mencakup juga segi-segi teknis, ekono­
mis, perdagangan, keamanan dan lain-lain. 

Pertimbangan dari PERUM PERHUTANI 
ini sangat diperlukan dalam menentukan 
tempat pelelangan kayu jati dengan maksud 
agar pelaksanaan penyelenggaraan lelangnya 
daapt dilakukan dengan mudah dan praktis 
yang dikaitkan dengan situasi tempat, per­

· lengkapan, sarana perhubungan dan sebagai­
nya. 

Di samping itu, adalah memang PERUM 
PERHUTANI dalam penyelenggaraan le­
lang, lebih mengutamakan pemakaian tern­
pat dan fasilitas yang disediakan oleh Peme­
rintah Daerah. 

Cukup jelas; 

Sesuai dengan penjelasan Pasal 1, maka re­
tribusi hanya dikenakan terhadap lelang be­
sar, sedang terhadap letang kecil tidak dike­
nakan retribusi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penda­
patan Daerah bekerja sama dengan PERUM 
PERHUTANI dan KANTOR LELANG 
NEGARA. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 


